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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN 

TRADISIONAL KULCAPI KARO 

(Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo) 

 

NADYA JUWITA 

NPM. 1706200082 

 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan 

yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut 

berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kulcapi 

merupakan alat musik tradisional suku karo dari Sumatera Utara yang sering 

dipergunakan pada acara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik 

Karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan, penerapan, 

hingga kendala serta hambatan Hak Cipta terhadap kesenian tradisional 

Kulcapi Karo. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris diambil dari 

data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan 

mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum kesenian 

tradisional kulcapi karo dalam hukum positif di Indonesia pada pokoknya telah 

diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang Nomor 5 Tahun 2017.  Perlindungan hukum hak 

cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi karo tertuang dalam Pasal 38 yang 

menyebutkan: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh 

Negara; Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaaan ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Upaya pemerintah 

daerah dalam perlindungan tradisional kulcapi karo pada dasarnya telah 

dilakukan dengan mempertahankan warisan budaya sebagai sebuah hak cipta 

agar tidak diklaim oleh siapapun, baik yang dilakukan oleh masyarakat Karo 

sendiri, maupun Pemerintah daerah Kabupaten Karo, walaupun tidak ada 

aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak cipta 

Kulcapi Karo tersebut. 
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KATA iPENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr.Wb 

Segala ipuji idan isyukur i ikehadirat iAllah iSWT, iserta ishalawat idan 

isalam ikepada iNabi iMuhammad iSAW, ikeluarga, isahabatnya ihingga iakhir 

izaman isemoga ikita imendapat isyafaatnya, isehingga ipenulis idapat 

imenyelesaikan iSkripsi iini iguna imemenuhi isalah isatu isyarat iuntuk 

imemperoleh igelar iSarjana iHukum i(SH) idalam iilmu iHukum ipada ijurusan 

iHukum Perdata iFakultas iHukum iUniversitas iMuhammadiyah iSumatera 

iUtara. 

Syukur iAlhamdulillah idengan irahmat idan i iridho-Nya idisertai 

idengan iusaha-usaha idan ikemampuan iyang iada, iSkripsi idengan ijudul 

PERLINDUNGAN iHAK iCIPTA iTERHADAP iKESENIAN 

TRADISIONAL iKARO (Studi iPada iKelompok iKesenian iDesa Budaya 

Lingga iKaro), idapat idiselesaikan itepat ipada iwaktu iyang idiinginkan. 

Disadari isepenuhnya iketerbatasan iyang idimiliki, ikekurangan idan 

ikekhilafan iyang iada ipada idiri ipenulis. iMeskipun itelah iberusaha iuntuk 

imemberikan iyang iterbaik inamun imasih ibanyak ikekurangan-kekurangan 

iatau ikesalahan-kesalahan. iMaka iuntuk iitu idengan isenang ihati imenerima 

isaran-saran idan ikritik iyang isehat idari isemua ipihak iyang isifatnya 

imembangun iguna imenunjang ikesempurnaan iSkripsi iini. 

Pada ikesempatan iini, iingin idisampaikan iucapan iterima ikasih idan 

ipenghargaan iyang isetinggi-tingginya ikepada isemua ipihak iyang itelah 



 
 

ibanyak imemberi ibantuan idalam imenyelesaikan iSkripsi, iterutama isekali 

ikepada i: 

Teristimewa idiucapkan iterima ikasih iyang itak iterhingga ikepada 

Ayahanda Muda Husni, Bc.IP., S.H, M.M, idan Ibunda Suriany iyang itelah 

imemberikan ibantuan imateril, imoril, ipengorbanan, ibimbingan idan ido’a, 

ikasih isayang iserta itelah ibersusah ipayah imembesarkan ipenulis isemoga 

iALLAH iSWT imelimpahkan irahmat idan ikarunia ikepada iayahanda idan 

iibunda. 

Kepada iBapak Prof. iDr. iAgussani, M.AP., iselaku iRektor iUniversitas 

iMuhammadiyah iSumatera iUtara. iIbu Dr. Hj.iIda iHanifah, iS.H., iM.H, 

iselaku iDekan iFakultas iHukum iUniversitas iMuhammadiyah iSumatera 

iUtara. iBapak iFaisal, iSH., iM.Hum, idan ibapak Dr. Zainuddin, iS.H., iM.H, 

iselaku iwakil iDekan iI idan iwakil iDekan iIII iFakultas iHukum iUniversitas 

iMuhammadiyah iSumatera iUtara. iBapak iFaisal iRiza, iSH., iMH. iSelaku 

ikepala ijurusan iHukum iPerdata. iBapak idan iIbu iDosen iFakultas iHukum 

iUniversitas iMuhammadiyah iSumatera iUtara iyang iselalu imeluangkan 

iwaktu idan imenyalurkan iilmunya ikepada ipenulis. i 

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, iSH., iM.H, iselaku IpembimbingiSkripsi 

ipenulis idengan iikhlas imembantu idan imengajari idari ipenyusunan  skripsi 

iini tanpa Ibu iskripsi iini itidak iakan iselesai. Racmad Abduh,iS.H., iM.H. 

iselaku ipembanding iSkripsi ipenulis idengan iikhlas imembantu idan 

imengajari idari ipenyusunan iskripsi iini itanpa iBapak iskripsi iini itidak iakan 

iselesai. iKepada iStaf iPengajar idan ipegawai iyang itidak ibisa ipenulis 



 
 

isebutkan isatu ipersatu iyang iada idi iFakultas iHukum iUniversitas 

iMuhammadiyah iSumatera iUtara.  

Untuk adikku tersayang Satria Akbar Lutfir Rahman dan Yudha Wastu 

Prawira yang telah memberikan semangat yang tak henti kepada saya. Spesial 

ibuat Indri Ayu Utami iyang iselalu imensupport ipenulis, imemberikan inasihat, 

idan iarahan idalam ipembuatan iSkripsi iini, idan isama-sama iberjuang iuntuk 

imenyelesaikan ikuliah. iKepada isahabat-sahabatku iAdela iErida iNasution, 

iyang iselalu imemberikan isemangat idan iselalu iada isaat ipenulis idalam 

ikeadaan isuka idan iduka. iKepada iseluruh isahabat-sahabat iFakultas iHukum 

iangkatan i2017, iterkhusus ianak iPerdata iA-1 i(Pagi) iyang itidak idapat 

idisebutkan isatu ipersatu iyang isama-sama isaling iberjuang idan isaling 

imeberikan isemangat iuntuk imenyelesaikan iSkripsi iini.  

Penulis imenyadari ibahwa iisi iSkripsi iini imasih ijauh idari 

ikesempurnaan iyang idiharapkan ioleh ikarena iitu idengan ikerendahan ihati 

ipenulis imohon i ikritik idan isaran iyang isifatnya imembangun idan iguna 

imelengkapi ikesempurnaan iSkripsi iini, iyang ikelak idapat iberguna iuntuk 

isemua ipihak. 

 

Wassalam, 

Medan, Oktober i2021 

Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar iBelakang iMasalah 

Negara Indonesia ialah negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan 

suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri 

khas atau budaya tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki 

budaya dan kesenian tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku 

yang lainnya. Keanekaragaman etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia 

membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural. Namun demikian 

pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak yang 

memperihatinkan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat 

Indonesia yang saat ini pelestariannya memperihatinkan adalah Ekspresi Budaya 

Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik 

bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya 

mengalami kepunahan.  

Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah 

diklaim oleh negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa 

Sayange, Angklung, dan Batik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya tak benda 

di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan 

budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah ditetapkan lebih dulu 

sebagai Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). 

1 
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Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional 

telah diusahakan dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 

namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. 

Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak 

Cipta ini dikatakan bahwa:  

(1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. 

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi 

Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat pengembannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh 

Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Tanah Karo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera 

Utara Indonesia, yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik. 

Setiapetnis di sumatera Utara memiliki budaya dan kesenian yang berbeda 

dengan etnislainnya. Demikian pula dengan masyarakat Karo yang memiliki 

kebudayaan yangsecara turun temurun diwariskan dari nenek moyangnya yang 

di sampaikan secaralisan maupun tulisan agar kebudayaan yang mereka 

wariskan kepada anak cucunya tidak hilang dan tetap dapat melestarikan 

kebudayaan yang telah diwariskan. 

Kabupaten Karo mempunyai beberapa kesenian tradisional di antaranya 

adalah seni sastra, seni musik, seni suara, seni tari, seni pahat (ukir), dan 

senidrama. Musik Tradisional Karo adalah hasil dari kebudayaan Karo, sistem 

kepercayaan, sebagai mata pencarian dan sekaligus sebagai hiburan bagi kaum 



3 

 

muda ataupun masyarakat karo itu sendiri. Suku karo memiliki berbagai alat 

musik tradisional baik itu alat musik tiup, petik maupun di gesek yang bisa 

dimainkan secara tunggal (solo) maupun bersamaan atau ansamble. 

Alat musik karo adalah seperti Kulcapi, Balobat, Surdam, Keteng-

Keteng, Murbab,Saruune, Gendang Singindungi, Gendang Singanaki, Penganak 

dan Gung, yang biasa digunakan masyarakat Karo untuk menari, menyanyi, dan 

sebagai acara sacral (ritual). Pada masa sekarang ini peranan musik tradisional 

semakin berkembang, ini terlihat dari penggunaan alat musik, kulcapi sebagai 

alat musik petik dapat digunakan dan difungsikan dalam berbagai hal. Kulcapi 

perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian instrument kulcapi itu sendiri.  

 Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam 

Undang-Undang Hak Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang 

dirasakan kurang diperhatikan sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu 

Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini kondisinya perlu diperhatikan serta 

dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Karo khususnya alat 

musik kulcapi karo. Alat musik  tradisional Karo adalah sebuah alat musik yang 

digunakan dalam kegiatan budaya. Bangsa iIndonesia imemiliki ikekayaan 

budaya iyang iluar ibiasa. iKeberagaman idan ikekhasan ibudaya idari isetiap 

suku ibangsa imerupakaniaset iyang itidak iterhitung ijumlahnya. iWarisan 

udaya imerupakan ibagian idari ikeberagaman idan ikekhasan iyang idimiliki 

oleh isetiap isuku ibangsa idi iIndonesia.1 i 

                                                           
1 Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi 

Madura”, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1 Februari, 2011, halaman 1. 
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Salah isatunya iwarisan ibudaya itradisional iialah iKulcapi iKaro. 

iKulcapi iKaro imerupakan ialat imusik itradisional ikaro iyang isalah isatunya 

idibuat idi iDesa iBudaya iLingga, iKec. iKabanjahe, iKab. iKaro. iPembuatan 

iKulcapi iKaro iterbilang icukup isederhana ihanya imenggunakan ibahan idasar 

ikayu iyang iditambahkan isenar igitar isecara imodern idan ibunyi iyang 

iditimbulkan imenyerupai imelodi isederhana igitar. I 

Kulcapi iKaro imasih isampai isaat iini idigunakan ibaik idalam iacara 

ipernikahan, ikematian, ihingga ikerja itahun i(pesta ipanen). iHingga isaat iini 

ipembuatan iKulcapi iKaro idi iDesa iBudaya iLingga imasih iterus iberlanjut 

ikarna isebagai ipemasukan iwarga isetempat idan imelestarikan ibudaya 

iKaro. iHal iini imerupakan iinvestasi ihak ikekayaan iintelektual iyang iharus 

idijaga idengan iadanya iperlindungan ihukum ihak ikekayaan iintelektual, 

idimana isalah isatunya imenciptakan isalah isatu isubsektor iekonomi ikreatif 

iyang ijuga idapat idikembangkan imelalui iformat ibisnis iwaralaba. iKarena 

imodal iutama iinvestasi ihak ikekayaan iintelektual ibukanlah ikekayaan 

imateri iatau isumber idaya ialam, inamun ikekayaan inon-material i(modal 

iintelektual) iberupa ikreasi idan iinovasi.  

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar 

di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan 

kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu 

sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal 

ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami 
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perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba 

memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.2 

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa 

Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan 

yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah Intellectual 

Property pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, 

kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak 

atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan 

intelektual” (denga singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan sekarang 

istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).3 

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari Intellectual Property 

Rights diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena 

adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu 

pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan 

kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas 

seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: 

penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar 

yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua 

kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya 

intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra 

                                                           
2 Arif Lutviansori. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, halaman 27. 
3 Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. Buku Ajar Hukum Kekayaan 

Intelektual. Bandung: Unpad Press, halaman 2. 
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bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, 

peradaban dan martabat manusia.4 

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan 

karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau 

teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, 

menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati 

dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep property terhadap 

karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat 

disebut sebagai aset perusahaan.5 

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah 

antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang 

menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual 

adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/intangible assets 

yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan 

bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak 

Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, 

sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau 

benda berujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil 

jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk 

                                                           
4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

2020. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Jakarta: Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Drjen HKI, halaman 9. 
5 Khoirul Hidayah. 2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, halaman 3.  
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eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat 

perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).6 

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga 

saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut 

terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat 

yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah 

fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik 

pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif 

terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat 

bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di 

negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap 

hasil karya intelektual seseorang.7  

Diperlukan iperlindungan hukum iyang itepat oleh iNegara isecara 

iseimbang dalam ipenyebaran ipenguasaan ihak ikekayaan iintelektual, 

idiantaranya iberbagai iaturan ihukum ihak ikekayaan iintelektual, iseperti 

iUndang-undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta, iUndang-

undang iNomor i20 iTahun i2016 itentang iMerek idan iIndikasi iGeografis 

idan aturan lainnya. Mengingat ibatik imemiliki ipotensi iekonomi iyang ibesar 

itentunya idiperlukan iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual iuntuk 

imenghindari iadanya ipihak iyang imemanfaatkan imotif ibatik idengan icara 

                                                           
6 Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: 

Deepublish, halaman 20. 
7 Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, halaman 1. 
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imengambil iesensi idari imotif itersebut iuntuk idiperbarui idan imeramunya 

imenjadi iinovasi imotif ibatik iterbaru iyang ididaftarkan isecara iindividual. 

Kesadaran idan ipemahaman imasyarakat iIndonesia ikhususnya iwarga 

iDesa iBudaya iLingga iterhadap ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan 

iintelektual ihingga isaat iini imasih ilemah, idibuktikan idengan para pengrajin 

iKulcapi iyang isampai isaat iini ibelummengerti idan imemahami 

denganiperlindungan ihak ikekayaan iintelektual ikhususnya ihak icipta idan 

ihak imerek, idesain iindustri. 

Peran iPemerintah iDaerah idalam ihal iinisudah imemberikan 

isosialisasi imengenai ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual 

iuntuk ipara iusaha ikecil imenengah, inamun iniat idari ipara iusaha ikecil 

imenengah iuntuk imenghadiri idalam isosialisasi itersebut imasih ibelum 

iada.Karena ijika iwarga iDesa iBudaya iLingga ikhususnya ipara ipengrajin 

ikulcapi imengetahui ipentingnya iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual 

imaka ipara ipengrajin ikulcapiakan imendaftarkan ihasil ikaryanya ike 

iDirektorat iJendral HKI. iManfaat idari iperlindungan ihak ikekayaan 

iintelektual iantara ilain imemberikan ikepastian ihukum ikepada ipencipta, 

iinovator iatas ihasil ikaryanya ilalu idapat meningkatkan iomzet ipenjualan 

iapabila iKulcapi iKaro itersebut idijual idi iberbagai idaerah ikarena isudah 

imemiliki iciri ikhas itersendiri ipada iKulcapi iKaro. Dengan ikata ilain ihak 

ikekayaan iintelektual imemiliki ibanyak imanfaat imulai idari iapresiasi 

iterhadap ikarya ihingga imenghasilkan ikekayaan, dengan idemikian 
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imenjadikan ipencipta iatau iinventornya ibergairah idalam imenciptakan ihasil 

ihasil ikaryanya iyang ilain. 

Kulcapi ini merupakan salah satu bagianpenting dari musik yang 

digunakan masyarakat karo. Kulcapi dapat di gunakan sebagai alat musik 

tunggal maupun ansambel. Berdasarkan observasi peranan kulcapi pada 

masyarakat karo dapat menceritakan suatu serita-cerita rayat seperticerita 

pengajak kuda sitajur, ceria perkatimung beru tarigan, tangis-tangis seberaya, 

tangis-tangis Guru dan beberapa ceritah lainnya. 

Kulcapi adalah alat musik tradisional Suku Karo dari SumatraUtara yang 

sering dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan 

musik Karo. Kulcapi terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras 

lainnya dan dibentuk menyerupai gitar yang memiliki dua tali senar yang terbuat 

dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah diganti dengan kawat baja atau nylon. 

Cara memainkan kulcapi dipetik seperti memainkan gitar dan dapat 

digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ensambel. Untuk menentukan 

tinggi dan rendahnya nada, senar dapat dikencangkan dan dikendorkan dengan 

alat putar yang terdapat pada bagian kepala. Kulcapi digunakan sebagai alat 

musik tunggal atau dimainkan bersandingan bersama beberapa alat musik lainya 

seperti keteng-keteng, gendang karo, balobat dan alat musik lainnya. Biasanya 

alat-alat musik tradisional Karo digunakan untuk mengiringi tarian adat maupun 

nyanyian /lagu-lagu tradisional Karo. 

Masing-masing cerita tersebut dimainkan melalui melodi kulcapi. 

Kulcapi biasanya diiringi alat musik keteng-keteng dan mangkuk putih. Bahan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jelutung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gitar
https://id.wikipedia.org/wiki/Enau
https://id.wikipedia.org/wiki/Grup_musik
https://id.wikipedia.org/wiki/Keteng-Keteng
https://id.wikipedia.org/wiki/Gendang_Karo
https://id.wikipedia.org/wiki/Balobat
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utama untuk membuat kulcapi adalah kayu juhar, kayu nangka dan kayu 

lancing. Cara memainkan kulcapi secara umum dipetik seperti memainkan 

guitar dengan posisi tangan kanan memangku ujung alat musik kulcapi sekaligus 

jari tangan kanan memegang kuis-kuis. Kuis-kuis adalah alat petik yang terbuat 

dari kayu atau kadang-kadang dari tanduk binatang digunakan sebagai pemetik 

senar kulcapi. 

Pada Kecamatan Pancur Batu ada terdapat seorang pembuat kulcapi 

yangbernama Bapak Pauzi Ginting, salah satu masyarakat Karo yang 

masihmelestarikan alat musik tradsional Karo. Kulcapi yang dibuat oleh Bapak 

PauziGinting tergolong baik, yang sering digunakan oleh seniman-seniman di 

kota Medan. 

Sesuai idengan iuraian ilatar ibelakang idi atas, imaka ipenulis itertarik 

iuntuk mengadakan penelitian yang berjudul, “PERLINDUNGAN iHUKUM 

iHAK CIPTA TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI 

iKARO (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo).” 

 

1. Rumusan iMasalah i 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

imaka irumusan imasalah ipada ipenelitian iini iyaitu: 

a. Bagaimana Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo 

dalam Hukum Positif di Indonesia? 

b. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian 

Tradisional Kulcapi Karo? 
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c. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional 

Kulcapi Karo? 

2. Faedah iPenelitian 

Adapun imanfaat ipenelitian iyang idiharapkan idari ipenelitian iini 

iadalah: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan idapat imenambah iilmu 

pengetahuan serta memperluas wawasan ipenulis idalam imasalah 

iyang iada. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pemikiran 

luas kepada masyarakat agar dapat mengetahui iperlindunggan hukum 

khususnya aspek Hak Kekayaan Intelektual terhadap kesenian 

tradisional kulcapi Karo. 

c. Sebagai salah satu motivasi untuk generasi penerus yang ingin 

melestarikan alat musik Kulcapi pada masyarakat Karo. 

d. Sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya. 

 

B. Tujuan iPenelitian 

Adapun itujuan ipenelitian idalam iskripsi iini iadalah: 

1. Untuk iMengetahui Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi 

Karo Dalam Hukum Positif di Indonesia. 

2. Untuk Mengetahui Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Kesenian 

Tradisional Kulcapi Karo. 

3. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan 

Tradisional Kulcapi Karo. 
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C. Keaslian iPenelitian 

Adapun iuntuk imenghindari iplagiasi iada ibeberapa iskripsi isejenis 

isebagai iberikut iyaitu: 

1. Skripsi iyang iberjudul, i“Prospek iPerlindungan iHak iKekayaan 

iIntelektual idalam iKesenian iTradisional idi iIndonesia,” ikarya iAgnes 

iVira iArdian, iNIM. iB4A006239, iMahasiswi iMagister iIlmu iHukum, 

iUniversitas iDiponegoro, i2008. iSkripsi iini imembahas iseputar 

iperlindungan iHKI iterhadap iKesenian iTradisional itetapi itidak 

ispesifik ikerajinan iyang idimaksud itetapi ilebih isecara iumum. 

2. Skripsi iyang iberjudul, i“Perlindungan iHukum iMotif iTradisional 

iKerajinan iPerak iCeluk iSebagai iWarisan iBudaya,”karya iKetut 

iPurnama iSari, iMahasiswi iSarjana iIlmu iHukum, iKekhususan 

iHukum iBisnis, iUniversitas iUdayana, i2012. iSkripsi iini 

imembahasiperlindungan ihukum iterhadap ikerajian iperan iceluk. 

iYang imana, iskripsi iini ilebih ispesifik imembahas iperlindungan 

ihukum iterhadap iobyek ikarya iseninya idibanding iskripsi ipertama. 

Maka idari iitu, iPerlindungan iHukum i iHak iCiptaterhadap iKerajinan 

iTradisional iKulcapi i iKaro imemang imenjadi ihal iyang iunik iuntuk iditeliti 

ibila idibandingkan idengan i2 ikarya idiatas. iOleh ikarenanya, ipenulis 

imeyakini imasi ijarang iditemukan ipenelitian iini. iNamun iberdasarkan ibahan 

ikepustakaan iyang iditemukan ibaik imelalui ivia isearching ivia iinternet 

imaupun ipenelusuran ikepustakaan idari ilingkungan iUniversitas 

iMuhammadiyah iSumatera iUtara idan iperguruan itinggi ilainnya, ipenulis 
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itidakmenemukan ipenelitian iyang isama idengan itema idan ipokok ibahasan 

iyang ipenulis iteliti iterkait, i“Perlindungan iHukum i iHak Cipta iterhadap 

iKesenian iTradisional iKulcapi i iKaro i(Studi ipada iKelompok iKesenian 

iDesa iBudaya iLingga iKaro).” 

 

D. Metode iPenelitian 

1. Jenis idan iPendekatan iPenelitian 

Penelitian iini ipenulis imenggunakan ijenis ipenelitian ihukum idengan 

imenggunakan ipendekatan iHukum isosiologis i(yuridis iempiris) idimana 

ipendekatan iyuridis iempiris imenganilis ipermasalahan idilakukan idengan 

icara imemadukan ibahan ibahan ihukum i(yang imerupakan idata isekunder) 

idengan idata iprimer iyang idiperoleh idi ilapangan. 

2. Sifat iPenelitian 

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 

keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan 

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian 

hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata 

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.8 

3. Sumber iData 

Sumber idata idalam ipenelitian iini idiperoleh idari iHukum iIslam, 

                                                           
8 Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21. 
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idata iprimer idan idata isekunder iyang iterdiri idari: 

a. Data iyang ibersumber idari ihukum iIslam iyaitu iAl-Qur’an idan 

iHadist i(Sunah iRasul). iData iyang ibersumber idari iHukum 

iIslam itersebut ilazim idisebut isebagai idata ikewahyuan. Data 

Al-qur’an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S Al-

Maidah ayat 38.  

b. Data iprimer iyaitu idata iyang idiperoleh i ilangsung idari 

ilapangan. 

c. Data iSekunder iadalah idata iyang idiperoleh imelalui ibahan 

ikepustakaan, iseperti iperaturan iperundang-undangan, idokumen, 

ilaporan, ibuku iilmiah idan ihasil ipenelitian iterdahulu, iyang 

iterdiri idari: 

1) Bahan ihukum iprimer, idalam ipenelitian iini iadalahiKitab 

iUndang-Undang iHukum iPerdata, iUndang-Undang iNomor 

i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta, UU No.5 tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP No.8 tahun 2021 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang No. 5 tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hak ieksklusif ipencipta 

iyang itimbul isecara iotomatis iberdasarkan iprinsip 

ideklaratif isetalah isuatu iciptaan idiwujudkan idalam ibentuk 

inyata itanpa imengurangi ipembatasan isesuai idengan 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan. 

2) Bahan ihukum isekunder imeliputi ibuku-buku ihukum iyang 
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iditulis ioleh ipara iahli ihukum, ikamus ihukum, iensiklopedia 

ihukum, ijurnal-jurnal ihukum, idisertasi ihukum, itesis 

ihukum, iskripsi ihukum, ikomentar iundang-undang idan 

iputusan ipengadilan, idan ilain isebagainya.9 

3) Bahan ihukum itersier iyaitu iberupa ibahan-bahan ihukum 

iyang imemberikan ipetunjuk imaupun ipenjelasan iterhadap 

ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder iseperti 

ikamus ihukum, iinternet, idan isebagainya iyang iada 

ihubungannyaidengan ipermasalahan iyang isesuai idengan 

ijudul iini. 

4. Alat iPengumpul iData 

Teknik iini, imaka ipenulis imenggunakan iteknik ipengumpulan 

idata idengan icara iyakni i: 

a. Studi iLapangan i i(Field iResearch) 

Yaitu idilakukan idengan imetode ipengumpulan idata idari 

ilapangan iserta iwawancara itertulis ikepada inarasumber 

ilangsung iyaitu ikepada iwarga iKaro iyang iada idi iDesa 

iLingga. 

b. Studi iKepustakaan i(Library ireasearch) 

1) Offline i: iyaitu imenghimpun idata istudi ikepustakaan 

i(Library iResearch) isecara ilangsung idengan imengunjung 

iperpustakaan idi idalam imaupun idiluar iUniversitas 

                                                           
9 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 

halaman 52. 
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iMuhammadiyah iSumatera iUtara iguna imenghimpun idata 

isekunder iyang idibutuhkan idalam ipnelitian. 

2) Online i: iYaitu istudi ikeputusan i(library iresearch) iyang 

idilakukan idengan icara isearching imelalui iinternet iguna 

imenghimpun idata isekunder iyang idibutuhkan ipenelitian. 

Pengumpulan idata iyang irelevan idengan ipermasalahan 

iyang iakan iditeliti idan idiperoleh idari ibuku,majalah,dan ijurnal 

iuntuk imendukung ipenelitian iini ihingga imelakukan 

iwawancara ike iberbagai ipihak ikhususnya ipara iseniman 

itradisional iKulcapi iKaro iyang iada idi iDesa iLingga. 

 

5. Analisis iKualitatif 

Analisis iKualitatif imerupakan iproses imemilih idari ibeberapa 

isumber imaupun ipermasalahan iyang isesuai idengan ipenelitian iyang 

idilakukan. iAdapun iteknis ianalisis idata iyang idigunakan idalam 

ipenelitian iini iadalah imemaparkan isituasi iatau iperistiwa. i 
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BAB iII 

TINJAUAN iPUSTAKA 

 

A. Perlindungan iHukum 

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil 

tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar 

dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat 

normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.10 Perlindungan hukum adalah 

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan 

sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan 

medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris 

disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut 

rechtsbecherming.  

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum 

pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap 

pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai  berikut: 

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau 

penjatuhan pidana terhadap dirinya.  

                                                           
10 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. Teori Hukum (Strategi 

Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 117.  

17 
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2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila 

penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana  terhadap dirinya tidak 

berdasarkan hukum.  

3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.  

4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).  

5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).11 

C.S.T. Kansil dalam bukunya Dikdik menyatakan bahwa, pada 

dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni: 

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 

tetang apa yang disangkakan atau didakwakan 

2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahan untuk 

kepentingan  kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses  perkara 

maupun tidak 

3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi 

penangguhan penahanan  ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan 

hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan 

kekeluargaan 

4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan 

5. Untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum 

6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.12 

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                           
11 Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan; Anatara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18 
12 Ibid., halaman 19. 
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Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang 

dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan 

perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap 

aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya 

persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk 

yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak 

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat 

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan 

prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum 

hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. 

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. 

 

B. Hak Cipta  

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan 
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telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak 

cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.13  

Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, 

kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait 

dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang 

pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan 

hak terkait yang dilindungi hak cipta.14 

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, 

ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut 

dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak 

diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 

mengalih wujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, 

mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan 

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 

                                                           
13 Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak 

Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY , halaman 6. 
14 Tim Lindsey, dkk. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni, 

halaman 6. 
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Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, 

tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas 

karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, 

penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan 

negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang 

hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai 

habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada 

tanggal meninggalnya pencipta.  

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju 

mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk 

vidio dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya 

global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di 

bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para 

hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi 

(termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah 

dan lebih cepat.15  

Miller dan Davis memberikan pendapat bahwa pemberian hak cipta 

ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini 

adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. 

Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil 

penjiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup 

                                                           
15 Ibid., halaman 7. 
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apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak 

baru.16 

Pada sejarah awal Amerika Serikat, banyak bidang hukum termasuk 

hak cipta yang sebagian besar bersumber dari hukum Inggris. Bahkan 

sebelum berdirinya negara uni, sebagian besar koloni Amerika berlaku 

hukum hak cipta mencontoh pada hukum Inggris. Berlandaskan pada 

keadaan tersebut maka hukum hak cipta pertama di Amerika sangat mirip 

dengan Undang-Undang Anne di Inggris (Statute of Anne).17  

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan 

diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di negeri 

Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan 

Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya 

sebagai penyesuaian dari ketentuanketentuan yang terdapat pada Konvensi 

Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan 

berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka Auteursweet 1912 

masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai 

anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Tahun 1952 diselenggarakan 

Kongres Kebudayaan di Bandung.  

Pada kongres tersebut istilah autersrecht diganti menjadi Hak Cipta. 

Apabila dikaitkan dengan pengertian kata Copyright maka penggunaan kata 

Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda. Pada tahun 1958, 

                                                           
16 Anis Mashdurohatun. 2013. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di 

Indonesia. Semarang: Madina Semarang, halaman 26. 
17 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Op. 

Cit., halaman 12. 
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Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne 

agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan 

karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia 

menyatakan keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 February 1959 dan 

berlaku efektif tanggal 19 February 19604. Pada tanggal 5 September 1975 , 

Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai 

konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang 

mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sepenuhnya 

perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta.18 

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia adalah 

sebagai berikut:  

1. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997  

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  

Perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelindungan atas 

karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di 

bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Bern, 

Universal Copyright Convention (UCC), World Intellectual Property 

                                                           
18 Ibid. 
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Organization Copyright Treaty (WCT), WIPO Perfomances and Phonogram 

Treaty (WPPT), Marrakesh Treaty.19 

 Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI 

No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; 

2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan 

dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan; 

3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan 

Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak 

Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia 

dengan Masyarakat Eropa; 

4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan 

Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik 

Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat; 

5. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan 

Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik 

Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia; 

6. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik 

Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris; 

                                                           
19 Ibid., halaman 13. 
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7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesanan Berne 

Convention For The Protection OfLiterary andArtistic Works;  

8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO 

Copyrights Treaty;  

9. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO 

Performances and Phonogram Treaty (WPPT); 

10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.Ol-HC.03.01 Tahun 1987 

tentang Pendaftaran Ciptaan;  

11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 

tentang Penyidikan Hak Cipta; 

12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI l\Jo.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 

tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;  

13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 

tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran 

Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.20 

Aturan dasar terkait hak cipta masih sama, namun ada beberapa poin 

perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum 

tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:  

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;  

2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, 

atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;  

                                                           
20 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

RI. Op. Cit., halaman 3-4. 
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3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan 

dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat 

perbelanjaan yang dikelolanya;  

4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 

jaminan fidusia;  

5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah 

dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma 

susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota 

Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;  

7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk 

ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan 

digunakan secara komersial;  

8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan 

mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib 

mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;  

9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk 

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.21 

 

C. Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul 

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini 

                                                           
21 Mujiyono dan Feriyanto. Op. Cit., halaman 10. 
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memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari 

hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu 

pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa 

dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis 

kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual 

sehingga mudah dipahami sebagai intellectual property berbeda dengan real 

property.22  

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari 

kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan 

alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya 

nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan 

seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan 

keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang 

melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa 

pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan 

sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini 

keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya 

melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus 

diberikan perlindungan.23 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan 

intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan 

intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu 

                                                           
22 Yulia. 2015. Modul Hak atas Kekayaan Intelektual. Lhokseumawe: Unimal Press,     

halaman 2. 
23 Ibid. 
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pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan 

atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, 

daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan 

intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia 

tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.24 

Pada dasarnya hak cipta digunakan untuk melindungi suatu karya 

ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk 

mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak cipta dapat dialihkan 

kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan 

atas izin pencipta.  

Pandangan Islam terhadap hak cipta terdapat dalam Al-Qur’an di 

jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188: 

 

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang 

batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 

 

Q.S Al-Maidah ayat 38, lebih lanjut menjelaskan:  

 

                                                           
24 Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. Pedoman Hak Kekayaan 

Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, Rahasia Dagang). Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1. 
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Artinya: Laki-laki yang mencuru dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa 

lagi maha bijaksana. 

 

Kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi 

orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan 

menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya 

mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi 

pencipta pada hakikatnya dilarang. 

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan 

telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak 

cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.25 

 

D. Kulcapi iKaro 

Setiap suku yang ada di Sumatera Utara tentunya mempunyai 

keunikan masing-masing dalam kebudayaanya seperti upacara adat,  alat 

musik dan makanan khasnya. Salah satu suku yang unik dalam alat musik 

tradisionalnya adalah Suku Karo.  Musik tradisional Karo yang unik yaitu 

Kulcapi. Kulcapi merupakan alat tradisional Suku Karo yang sering 

                                                           
25 Pusat Publikasi Dan Haki LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 2017. 

Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: LP3M-UST, halaman 4. 
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dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik 

Karo. Uniknya, kulcapi ini terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan 

kayu keras yang diukir dengan ornamen Karo.  Kulcapi dibentuk menyerupai 

gitar yang memiliki dua tali senar  yaitu senar 1 dan senar 2 yang terbuat dari 

akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah diganti dengan kawat baja atau nylon. 

Kulcapi iKaro iadalah ialat imusik iberbentuk ilute iyang imemiliki 

idua isenar idan iterbuat idari ikayu ikeras i(sepert ikayu itualang, 

ikembawang,inangka, idamar ilaut, idll.) iyang idiukir isedemikian irupa. 

iBerdasarkan iklasifikasi ialat imusik ioleh iCurt iSachs idan iHornbostel, 

i1961, ikulcapi idiklasifikasikan ike idalam ichordophone ikarna ibunyinya 

ibersumber idari igetaran isenar iyang idipetik. iSub-klasifikasinya iadalah 

itwo-strenged ifretted-necked ilute, iyang iartinya imemiliki idua isenar idan 

ibadannya ilebih ipanjang idibandingkan ilehernya i(neck). I 

Pada iawalnya, isenar iyang idipakai iterbuat idari iakar ipohon ienou 

i(aren), inamun isekarang iini ihal iitu isudah itidak idijumpai ilagi. iKulcapi 

isudah imenggunakan isenar iyang iterbuat idari ikawat ibaja i(senar igitar). 

iPada ibagian ikepala, iterdapat ikupingan i(cuping-cuping) iyang ibefungsi 

iuntuk imengatur itinggi idan irendahnya inada, idengan icara imemutar 

ikupingan iuntuk imengencangkan iatau imengendorkan isenar. iOrang iyang 

imemainkan ikulcapi idisebut idengan iperkulcapi. 

Kulcapi iKaro imerupakan ialat imusik itradisional isuku iKaro iyang 

imemiliki iperan ilebih idari isatu iyakni idimainkan isecara isolo i(tunggal) 

iinstrumen inamun iadakalanya ijuga idimain idalam iensambel, iseperti 
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igendangtelu isendalanen ipada iupacara iadat, iupacara iritual imaupun ipada 

iacara-acara ihiburan iseperti iguro-guroiaron. iPerbedaannya idapat idilihat 

idari ikonteks ipenyajian. iDalam isolo iinstrument ikulcapi idisajikan isecara 

itunggal i(tidak ibersamaan idengan ialat imusik ilain). iKulcapi isebagai 

ialat imusik isolo iinstrumen ibiasa idigunakan isebagai ihiburan ipribadi 

idan itidak imemiliki ikonteks itertentu. iSebagai ialat imusik ipribadi, 

ikulcapimemiliki ikomposisi-komposisi itersendiri iyang iberisi itentang 

iceritra-cerita irakyat, iseperti icerita iPenganjak iKuda iSitajur, 

iPerkatimbung iBeru iTarigan, iTangis-tangis iSeberaya, iTangis-tangis 

iGuru, idan ibeberapa icerita ilainnya. iSedangkan idalam iensambel, ikulcapi 

idimainkan ibersamaan idengan ialat imusik ilainnya iseperti iketeng-keteng, 

ipenganak, ibahkan ijuga idikolaborasi idengan ikeyboard i(dalam igendang 

ikibod). iPeran ikulcapi idalam iensambel iini iadalah isebagai ipembawa 

imelodi. 

  



32 

 

BAB iIII 

HASIL iPENELITIANiDAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum 

Positif di Indonesia 

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah 

dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor 

dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, 

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, 

kaligrafi dan karya seni lainnya.26 Kekayaan budaya tersebut menyimpan 

potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai 

tersebut telah menyebabkan pihak asing berulangkali memanfaatkan tanpa izin 

dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.  

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat 

merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak 

budaya tradisonal Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan 

masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan dari karya intelektual 

warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya intelektual, karya seni 

dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hak 

kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk 

hasil berpikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan 

                                                           
26 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

RI. Op. Cit., halaman 5. 
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atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan 

intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk 

menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah 

untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya.  

Hak kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek 

pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya terdapat unsurpembangunan yang 

berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan 

memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan intelektual 

dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut 

digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.27 

Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 

Persetujuan Trips bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula 

dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta yang 

menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: 

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;  

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan  

3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional. 

                                                           
27 Arif Lutviansori. Op. Cit., halaman. 44.  
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Ketentuan Pasal 41 huruf a dan b tersebut diatas menguraikan bahwa 

pelindungan hak cipta harus mencakup ekspresi dan bukan pada gagasan, 

prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Dengan kata lain, 

pelindungan hak cipta tidak mencakup informasi atau ide apa pun yang 

terkandung dalam suatu karya, oleh karena itu pada kalimat “…diungkapkan, 

dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,…” merupakan tindakan pengungkapan, 

pernyataan, penggambaran dan penjelasan adalah hanya bersifat informasi atau 

gagasan saja belum diwujudkan atau diekspresikan sebagai bentuk suatu jenis 

ciptaan.28 

Peraturan iDaerah i(Perda) iadalah iperaturan iyang idibuat ioleh 

ikepala idaerah iprovinsi imaupun iKabupaten/Kota ibersama-sama idengan 

iDewan iPerwakilan iRakyat iDaerah i(DPRD) iProvinsi imaupun 

iKabupaten/Kota, idalam iranah ipelaksanaan ipenyelenggaraan iotonomi 

idaerah iyang imenjadi ilegalitas iperjalanan ieksekusi ipemerintah idaerah. 

iPeraturan idaerah imerupakan iwujud inyata idari ipelaksanaan iotonomi 

idaerah iyang idimiliki ioleh ipemerintah idaerah idan ipada idasarnya 

iperaturan idaerah imerupakan ipenjabaran ilebih ilanjut idari iperaturan 

iperundang-undangan iyang ilebih itinggi, idengan imelihat iciri ikhas idari 

imasing-masing idaerah. 

Kemandirian idalam iberotonomi itidak iberarti idaerah idapat 

imembuat iperaturan iperundang-undangan iatau ikeputusan iyang iterlepas 

idari isistem iperundang-undangan isecara inasional. iPeraturan iperundang-

                                                           
28 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Op. 

Cit., halaman 16-17. 
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undanganitingkat idaerah imerupakan ibagian itak iterpisahkan idari ikesatuan 

isistem iperundang-undangan isecara inasional. iKarena iitu itidak iboleh iada 

iperaturan iperundang-undangan itingkat idaerah iyang ibertentangan idengan 

iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih itinggi itingkatnya iatau 

ikepentingan iumum. 

Tujuan iutama idari iperaturan idaerah iadalah imemberdayakan 

imasyarakat idan imewujudkan ikemandirian idaerah, idan ipembentukan 

iperaturan idaerah iharus ididasari ioleh iasas ipembentukan iperundang-

undangan ipada iumumnya iantara ilain; iMemihak ikepada ikepentingan 

irakyat, imenunjung itinggi ihak iasasi imanusia, iberwawasan ilingkungan 

idan ibudaya. iKemudian imenurut iUU iNomor i12 itahun i2011 itentang 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan, iPeraturan iDaerah iadalah 

iperaturan iperundang-undangan iyang idibentuk ioleh iDewan iPerwakilan 

iRakyat iDaerah idengan ipersetujuan iKepala iDaerah. iJadi iperaturan idaerah 

imerupakan isuatu ipemberian ikewenangan i(atribusian) iuntuk imengatur 

idaerahnya idan iperaturan idaerah ijuga idapat idibentuk imelalui ipelimpahan 

iwewenang i(delegasi) idari iperaturan. iPrinsip idasar ipenyusunan iperaturan 

idaerah i: 

1. Transparansi/keterbukaan 

2. Partisipasi 

3. Koordinasi idan iketerpaduan. 

Rancangan iperaturan idaerah iyang itelah imemperoleh ikesepakatan 

iuntuk idibahas ikemudian idilaporkan ikembali ikepada iwalikota ioleh 
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isekretaris idaerah idisertai idengan inota ipengantar iuntuk iwalikota idari 

ipimpinan iDPRD. iProses ipembahasan idilaksanakan iberdasarkan iperaturan 

itata itertib iDPRD. iSebelum idilakukan ipembahasan idi iDPRD, iterlebih 

idahulu idilakukan ipenjadwalan ioleh ibadan iMusyawarah iDPRD. 

iPembahasan ipada ilingkup iDPRD isangat isarat idengan ikepentingan ipolitis 

imasing-masing ifraksi. iTim ikerja idilembaga ilegislatif idilakukan ioleh 

ikomisi i(A is/d iD). iProses ipembahasan idiawali idengan irapat iparipurna 

iDPRD idengan iacara ipenjelasan iwalikota. iSelanjutnya ipandangan iumum 

ifraksi idalam irapat iparipurna iDPRD. iProses iberikutnya iadalah 

ipembahasan ioleh iKomisi, igabungan iKomisi, iatau iPanitia iKhusus 

i(pansus). iDalam iproses ipembahasan iapabila iDPRD imemandang iperlu 

idapat idilakukan istudi ibanding ike idaerah ilain iyang itelah imemiliki 

iperaturan idaerah iyang isama idengan isubstansi irancangan iperaturan 

idaerah iyang isedang idibahas. iDalam ihal iproses ipembahasan itelah 

idianggap icukup, iselanjutnya ipengambilan ikeputusan idalam iRapat 

iParipurna iDPRD iyang ididahului idengan ipendapat iakhir iFraksi. 

Rancangan iperaturan idaerah iyang itelah idisetujui ibersama ioleh 

iDPRD idan ikepala idaerah iselanjutnya idisampaikan ioleh ipimpinan iDPRD 

ikepada ikepala idaerah iuntuk iditetapkan imenjadi iPeraturan iDaerah. 

iPenyampaian irancangan iperaturan idaerah itersebut idilakukan idalam 

ijangkaiwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari iterhitung isejak itanggal 

ipersetujuan ibersama. iPenetapan irancangan iperaturan idaerah imenjadi 

iperaturan idaerah itersebut idilakukan ioleh ikepala idaerah idengan 
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imembubuhkan itanda itangan idalam ijangka iwaktu ipaling ilambat itiga 

ipuluh ihari isejak irancangan iperaturan idaerah itersebut. 

Proses ipembahasan irancangan iperaturan idaerah ipada ihakikatnya 

imengarah ipada iikhtiar imusyawarah iuntuk imencapai imufakat. 

iPembahasan irancangan iperaturan idaerah itidak imenyisakan iruang ibagi 

ivoting ikarena imemang ikedudukan iantara ipemerintah idaerah idan iDPRD 

isederajat. iSetiap ipembahasan irancangan iperaturan idaerah imenghendaki 

ipersetujuan ibersama, isehingga ikarena imasing-masing ipihak imemiliki 

ikedudukan iyang iseimbang, imaka itidak imungkin iputusan idapat idiambil 

isecara ivoting. iPersetujuan ibersama imenjadi isyarat iagar isuatu irancangan 

iperaturan idaerah imenjadi iperaturan idaerah. 

Perturan idaerah iyang itelah idisahkan iharus idiundangkan idengan 

imenempatkannya idalam ilembaran idaerah. iPengundangan iperaturan 

idaerah idalam ilembaran idaerah idilaksanakan ioleh isekretaris idaerah. 

iUntuk iperaturan idaerah iyang ibersifat imengatur, isetelah idiundangkan 

idalam ilembaran idaerah iharus ididaftarkan ikepada ipemerintah iuntuk 

iperda iprovinsi idan ikepada iGubernur iuntuk iPerda iKabupaten/ iKota. 

iPengundangan iperda iyang itelah idisahkan idalam ilembaran idaerah 

imerupakan itugas iadministratif ipemerintah idaerah. iPengundangan 

iperdaidalam ilembaran idaerah itersebut imenandai iperda iyang itelah isah 

iuntuk idiberlakukan idan imasyarakat iberkewajiban iuntuk 

imelaksanakannya. 
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Dalam ipelaksanaan iotonomi idaerah, ipemerintah idaerah imembuat 

isejumlah iperaturan idaerah. iPertaturan idaerah itersebut ibiasa idisingkat 

idengan iistilah iperda. iPerda itersebut ibisa imengatur imasalah iadministrasi, 

ilingkungan ihidup, iketertiban, ipendidikan, isosial, idan ilain-lain. iPerda 

itersebut ipada idasarnya idibuat iuntuk ikepentingan imasyarakat. iProses 

ipenyusunan iperaturan idaerah imelalui ibeberapa itahap. iPenyusunan 

iperaturan idaerah idimulai idengan iperumusan imasalah iyang iakan idiatur 

idalam iperda itersebut. iMasalah iyang idimaksud iadalah imasalah-masalah 

isosial iatau ipublik. 

Pada iumumnya imasalah isosial idapat idibedakan imenjadi i2 ijenis, 

iyaitu isebagai iberikut: 

1. Masalah isosial iyang iterjadi ikarena iadanya iperilaku idalam 

imasyarakat iyang ibermasalah. iMisalnya: imaraknya iperjudian iatau 

iberedarnya iminuman ikeras idalam imasyarakat isehingga imembuat 

ikehidupan imasyarakat iterganggu. 

2. Masalah isosial iyang idisebabkan ikarena iaturan ihukum iyang itidak 

ilagi iproporsional idengan ikeadaan imasyarakat. iMisalnya, iperda 

itentang iretribusi ipemeriksaan ikesehatan iyang isangat imemberatkan 

imasyarakat ikecil isehingga iperaturan idaerah itersebut iharus idiganti. 

iPembuatan isuatu iperaturan, ibaikiperaturan ipusat imaupun iperaturan 

idaerah, ipada idasarnya ihampir isama imulai idari iasas-asasnya, imateri 

imuatannya idan isebagainya. 
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Berkarya imenjadi ihak ipribadi ibagi isetiap iindividu iuntuk 

imenuangkan iserta imenghasilkan igagasannya imelalui isebuah ikeindahan. 

iSedangkan ihasil idari ihal itersebut iialah ikarya iseni/kesenian. iKesenian 

iini, ijuga itentunya iberhak iuntuk idilindungi iserta idijaga imelalui ihak 

icipta. iSesuai iUndang-undang iNomor i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta, 

iyang imemberikan ipengertian ihak icipta i: i”Hak icipta imerupakan isebuah 

ihak ieksklusif ipencipta idimana ihak iini itimbul isecara iprinsip ideklaratif 

isetelah isuatu iciptaan idiwujudkan idalam ibentuk inyata itanpa imengurangi 

ipembatasan isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan.” 

Melalui ipenelusuran iyang idilakukan ipenulis ibaik ikepustakaan 

iataupun isumber iperaturan idaerah iyang iada, ibelum iada iPeraturan iDaerah 

idi iKabupaten iKaro iyang imelindungi iHak iCipta iterhadap iKesenian 

iTradisional iKulcapi iKaro. 

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau 

entertainment. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, 

kaset CD/VCD maupun medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-

panggung pertunjukan, cafe, restoran, pub dan tempat- 28 dan tempat hiburan 

lainnya. Di sisi lain, masih ada pula religius, dan terapi. Musik rakyat atau 

folklore merupakan musik etnik yang biasanya juga bersifat ritual yang sering 

dianggap sebagai musik tradisional. Dalam catatan sejarah musik Indonesia, 

pernah ada musik rakyat dan musik keraton yang menjadi hiburan. Di 

antaranya, seperti yang dikatakan oleh pengamat musik, Dieter Mack, Legong 

Keraton dan Tari Bedoyo yang diciptakan semata-mata sebagai hiburan meski 
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memiliki nilai estetis yang tinggi. Musik-musik pop religius yang banyak 

dimunculkan pada bulan puasa, memiliki nuansa agamais. Harus diakui bahwa 

penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan 

kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman 

Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta. Dengan trend dan iklim 

penciptaan seperti itu, maka ukuran originalitas suatu karya menjadi 

terabaikan. Padahal, tulah ukuran normatif penentueksistensi Hak Cipta, 

berikut pengakuan Hak Moralnya. Peniruan, penjiplakan dan adaptasi ciptaan 

lagu karena tuntutan selera pop masyarakat dapat menjadi hal yang biasa dan 

tidak ada yang mempersoalkannya. Hal ini dapat dipahami karena aturan 

hukum Hak Cipta masih menjadi aturan tidur dan tidak ditegakkan dengan 

optimal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni: 

ayat (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, 

sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak 

Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama 

seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 

tangan,koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.” Selanjutnya 

Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai 

sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan 
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dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya 

berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun 

menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan 

musik instrumen tradisional; 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. 

hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, 

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional. 

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi 

oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra, yang mencakup: buku, pogram komputer, pamflet, perwajahan (lay 

out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, 

kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat 

untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan 

atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; 

seni batik; fotografi; dan sinematografi.  

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya 

tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan 

budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun 

masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi 

budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam 

mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka 
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seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Kelemahan Undang-Undang Hak 

Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi 

pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan 

upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. 

 Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola 

budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: 

“urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi 

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan 

pengendalian pembangunan; ...; dan urusan wajib lainnya yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.” 

 

Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupatan/Kota sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi 

ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan 

tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q 

menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota 

meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan 

oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan. 

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan 

pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, 

khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan 

Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat 

dalam angka 2 adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang 

kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal 

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai 

perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah 

kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan 

nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai 

perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah 

juga diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ekspresi 

budaya tradisional di daerah sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai 

perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. 
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Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang- 

undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan 

perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum 

sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 

tradisional harus tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-

undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi 

antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.  

Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 

tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan 

perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah 

tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai aturan otonom 

memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari sistem 

hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan 

perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum 

hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun 

internasional.  

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap 

harus memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah 

dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak 
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kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Materi 

muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi 

budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip 

perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, 

Konvensi Berne, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 

 

B. Perlindungan iHukum iHak Cipta terhadap Kesenian Tradisional 

Kulcapi Karo 

Negara dengan sistem common law lainnya, kebanyakan pelanggaran 

atas Hak Cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi 

perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang Hak Cipta untuk 

menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga 

dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain, 

sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan 

penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya 

barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan 

termasuk tindakan importasi. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan 

karena pelanggaran Hak Cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat 

menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk: 

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah 

masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke 

dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; 
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2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak 

Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; 

3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang 

menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak 

Terkait dan Hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.29 

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan 

ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, 

peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Apa yang 

menyebabkan seseorang menderita kerugian. Jadi ini menyangkut 

peristiwanya. Lalu siapa pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian 

tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta 

orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan. 

Tidaklah dapat diminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi 

antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa 

kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan.30 

Perikatan, demikian menurut Hukum Perdata, dapat terjadi karena dua 

hal: pertama karena perjanjian, kedua karena Undang-Undang. Membayar 

ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul 

karena ada perikatan yang bersumber dari Undang-Undang atau perjanjian 

yang telah disepakati sebelumnya. Seorang yang berjanji akan melunasi 

hutangnya, berarti ia berkewajiban untuk melunasinya, tepat pada waktu yang 

                                                           
29 Tim Lindsey dkk. Op. Cit., halaman 125. 
30 OK. Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intelectual Property Rights). 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 120-121. 
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dijanjikan. Apabila ia tidak melunasi hutangnya tepat pada waktunya yang 

diperjanjikan maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi 

itu muncul dari suatu peristiwa perikatan yang lahir karena perjanjian, dimana 

salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut atau dipenuhi tapi 

sebagian, atau dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau juga tidak dipenuhi sama 

sekali.31 

Perikatan itu lahir karena undang-undang yang menimbulkan perikatan. 

Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan 

karena perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 

pihak akan mengikat sama kuatnya seperti Undang-Undang juga. Terminologi 

ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 

yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum. 

Sama halnya ganti rugi terhadap tindak pidana Hak Cipta. Ganti rugi 

timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena 

wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah 

dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu : 

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan; 

2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.32 

Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi 

diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki 

bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan 

yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, 

                                                           
31 Ibid., halaman 121. 
32 Ibid., halaman 122. 
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dibaca atau didengar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan 

bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang.33 

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak 

ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak 

merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. I\lamun demikian, 

pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan 

mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti 

awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan 

tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, 

karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan 

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, 

kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau 

didengar.34  

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) 

pada awal perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang 

mendapat perhatian sehingga sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini 

disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional 

                                                           
33 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Op. 

Cit., halaman 15. 
34 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

RI. 2013. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

halaman 2.  
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melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada konsep 

individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal. Konsep 

komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta 

diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan 

individu. Sedangkan konsep yang dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem 

individual menekankan pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang 

yang telah menghasilkan suau karya intelektual yang mempunyai nilai 

ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta penuh 

dengan pengorbanan. 

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang 

lahir secara komunal yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. 

EBT di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 

38, yaitu: 

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; 

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara 

atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan peraturan Pemerintah. 

 

Perlindungan Hak Cipta juga erat kaitannya dengan sistem nilai 

budaya, menurut Konetjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak 

dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup 

dalam alam pikiran sebgaian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang 

mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, suatu sistem nilai 
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budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. 

Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam 

masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternailsasikan pada 

individu akan terbentuk sikap mental atau atitude seperti yang diharapkan. 

Secara normatif, sikap adalah suatu keadaan mental seorang individu untuk 

bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap seperti itu dapat dibentuk atau 

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. 

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, 

dikembangkan pula nilai-nilai dan kesadaran unutk menghargai hasil karya 

orang lain. Sasaran orientasinya adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan 

nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan orientasi demi hasil karya dan demi 

kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya yang tidak dapat diukur 

dengan parameter ekonomi.  

Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini menunjukkan 

kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam cara-cara pengelolaan 

Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat 

tanpa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan 

orientasi untuk berkarya dengan demikian hanya untuk kepentingan komersil 

dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa yang dianggap menguntungkan 

sering kali harus diperoleh dengan mengorbakan etika penghormatan terhadap 

hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan 

mengambil, memotong, memodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain 

secara tanpa izin. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi 
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komersil, umumnya tidak berbobot jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan 

cenderung menafikan martabat dan keluhuran budaya.  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di dalam 

konsiderannya, undangundang ini lahir dikarenakan bahwaIndonesia adalah 

negara yang memiliki keanekaragamana etnik/suku bangsa dan budaya serta 

kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembanganpengembangannya 

yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual 

yang lahir dari keanekaragaman tersebut.  

Perlindungan hak cipta atas keanekaragaman seni dan budaya yang 

dimiliki secara kolektif di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Hak 

Cipta disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengadopsi 

prinsip kepeinilikan hak cipta sebagai ciptaan yang bersifat personal. 

Karenanya, keanekaragaman budaya yang sifatnya komunal atau koleklif 

tidak dapat disandingkan sebagai suatu ciptaan yang bersifat personal yang 

dapat dilindungi sebagai hak cipta. Prinsip bahwa hanya ciptaan yang bersifat 

personal yang dilindungi oleh hak cipta tertuang dalam Pasal 10 Undang-

Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara dipersonifikasikan Sebagai 

pemegang hak cipta atas seluruh warisan keanekaragaman seni dan budaya 

yang merupakan milik bersama suatu masyarakat tradisional di Indonesia. 

Pelestarian iadalah isebuah iupaya iyang iberdasar idan idasar iini 

idisebut ijuga ifaktor-faktor iyang imendukung, ibaik idari idalam imaupun 

idari iluar ihal iyang idilestarikan. iOleh ikarena iitu, isebuah iproses iatau 

itindakan ipelestarian imengenal istrategi imaupun iteknik iyang ididasarkan 
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ipada ikebutuhan idan ikondisinya imasing-masing.IUpaya ipelestarian iyang 

idilakukan ioleh imasyarakat iKaro isendiri iberfokus ikepada iKuta iLingga 

i(Kampung iLingga) iyang imerupakan ikampung ibudaya ikaro iyang 

iterletak itidak ijauh idi iKota iKabanjahe. 

Pelestariannya imelalui isanggar ibudaya iyang iberisikan ianak i– 

ianak ihingga iorang idewasa iyang ibelajar ikesenian itradisional ikaro ibaik 

ialat imusik, iseni iperan, ibernyanyi, imenari, ihingga ibeladiri. Sedangkan 

iPerlindungan iyang idimaksud iadalah isegala ibentuk iupaya imelindungi 

iwarisan ibudaya ibangsa iterhadap ipemanfaatan iyang idilakukan itanpa ihak 

idan imelanggar ikepatutan. iPerlindungan iwarisan ibudaya ibangsa iini 

isangat ipenting, isetidaknya ikarena i3 ialasan, iyaitu; Adanya ipotensi 

ikeuntungan iekonomis iyang idihasilkan idari ipemanfaatan ipengetahuan 

itradisional,ikeadilan idalam isistem iperdagangan idunia, idan iperlunya 

iperlindungan ihak imasyarakat ilokal. I 

Perlindungan iyang idikedepankan idisini iialah iperlindungan 

ihukum. Upaya iyang idapat idilakukan iuntuk imelindungi iwarisan ibudaya 

ibangsa isebagai iwujud inasionalisme ibangsa isalah isatunya ibisa iditempuh 

imelalui icara iinventarisasi. iInventarisasi iatau idokumentasi iatas iwarisan 

ibudaya ibangsa imerupakan ikegiatan ipendataan iatas isuatu iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia idi isuatu iwilayah, iyang idengan iadanya idata 

itersebut iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia isuatu imasyarakat idapat 

iterinventarisir. iInventarisasi isendiri idapat idilakukan idalam iberbagai 

ibentuk, idi iantaranya iadalah iberupa ipenerbitan iinventarisasi ipengetahuan 
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iyang itertulis i(berbentuk ibuku), iatau ijuga idapat iberupa iinventarisasi 

idengan imenggunakan idatabase idi ikomputer. 

Masyarakat iIndonesia isekarang iini iadalah imasyarakat 

iyangitengah imembentuk idirinya imasing-masing. iSistem itata inilainya 

ijuga ibergerak, isaling imempengaruhi, iberubah-ubah”. iHal iini imembuat 

ibudaya isebagai iproduknya isulit imenemukan ijati idiri idan icenderung 

itidak iterpola. iMasyarakat i“tradisi” itelah iberubah imenjadi imasyarakat 

imodern. iBagi idaerah iyang isudah imaju isistem ipengelolaannya, ibudaya 

idikelola isebagai isebuah ikomoditi idan iperlu idikembangkan iterus; 

idifasilitasi idan idisediakan ianggaran iuntuk imelakukan ipengenbangan 

idalam ihal iriset imisalnya. iSeni idikelola ioleh ipemerintah idaerah idan 

idikembangkan iuntuk isebesar-besarnya ikesejahteraan imasyarakat; 

imasyarakat imemiliki iskill idan imemiliki ikemampuan ibersaing idi ikancah 

iinternasional. 

Negara isebagai iotoritas itertinggi, idan ipemerintah idaerah isebagai 

irepresentasi inegara idalam iperlindungan idan ipengaturan iwarisan ibudaya 

ibangsa idapat imencegah iadanya imonopoli iatau ikomersialisasi iserta 

itindakan iyang imerusak iatau ipemanfaatan ikomersialisasi ioleh ipihak 

iasing itanpa iseiizin inegara isebagai ipemegang ihak icipta. iKetentuan iini 

idimaksudkan iuntuk imenghindari itindakan ipihak iasing iyang idapat 

imerusak inilai ikebudayaantersebut idan imemanfaatkan isecara ikomersial 

itanpa iizin idari ipemilik ikesenian itradisional. iPersoalan iHak iKekayaan 

iIntelektual i(HKI) ikerap imenjadi imasalah ikhususnya idalam ihal ikesenian 
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itradisional itermasuk idi idalam imengenai iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia iDiklaimnya ikesenian iIndonesia ioleh inegara itetangga imenjadi 

ibukti imasihiminimnya ipemahaman idan ikesadaran imasyarakat iserta 

ikurangnya itingkat iperlindungan ihak ikekayaan iintelektual. iUndang-

undang iHak iCipta iNomor i28 iTahun i2014 itentang Ihak Icipta, idapat 

imelindungi ikesenian idan ibudaya itradisional iIndonesia i(warisan ibudaya 

ibangsa iIndonesia). 

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional 

perlu mengatur sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional. 

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diberikan untuk unsur 

budaya yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas 

budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; dan disusun, 

dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam lingkup tradisi. 

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan 

cara: inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan; pencegahan dan/atau 

pelarangan; dan pembinaan. 

Hak iKekayaan iIntelektual i(HKI) iterbagi imenjadi idua ibagian, 

iyaitu ibersifat ipribadi idan ikomunal. iBudaya imasuk idalam ikategori 

ikomunal, iyang iartinya ikekayaan iyang idimiliki ibersama-sama. iIni 

iberarti, isangat isulit imendaftarkan ikebudayaan ibersifat iHak iKekayaan 

iIntelektual i(HKI) ikomunal. iKarena ihak ipaten iitu ihanya idigunakan 

iyang isifatnya ipenemuan, imerek, idan idesain iindustri. iKalaupun iingin 

ididaftarkan, inantinya imasuk ike idalam iHak iKekayaan iIntelektual i(HKI) 
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ikategori ipribadi, iyang iberarti itergolong ihak icipta. iHak iciptaimemiliki 

ibatas imasa iwaktu iyang ibisa ihabis. iJika iseorang imenciptakan isuatu 

ipenemuan, imaka ihak iciptanya iakan iterpakai iselama idia ihidup. iNamun 

isetelah imeninggal idunia, ihak icipta iakan ihabis i70 itahun isejak isang 

ipencipta iwafat. 

Perlindungan ikesenian itradisional idalam iUndang-Undang iNo. i28 

iTahun i2014 itentang iHak iCipta idisebut idengan iEkpresi iBudaya 

iTradisional imelalui ihukum icipta imerupakan isalah ibentuk iperlindungan 

iyang ipaling irelevan idalam iprinsipprinsip ihukum ikekayaan iintelektual. 

Pasal i39 iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 imenyatakan 

ibahwa ihak icipta iatas ikesenian itradisional idipegang ioleh iNegara. 

iNegara iwajib imenginventarisasi, imenjaga idan imemelihara iekspresi 

ibudaya itradisional. iPenggunaan ikesenian itradisional iharus 

imemperhatikan inilai-nilai iyang ihidup idalam imasyarakat ipengembannya. 

iDalam iPasal i39 iayat i(4) imenyatakan ibahwa iketentuan ilebih ilanjut 

imengenai iHak iCipta iyang idipegang ioleh iNegara iatas ikesenian 

itradisional idiatur idengan iPeraturan iPemerintah, iakan itetapi ihak icipta 

iterkait iekspresi ibudaya itradisional iyang idepagang ioleh inegara ibelum 

iada iperaturan ipemerintahnya. iPasal i38 iayat i(4) iUndang-Undang iNo. 

i28 iTahun i2014 itentang iHak iCipta, iditegaskan ibahwa iketentuan ilebih 

ilanjut imengenai ihak icipta iyang idipegang ioleh inegara iakan idiatur ioleh 

iPeraturan iPemerintah. 

Dalam iUndang-Undang iHak iCipta iNomor i28 iTahun i2014,idalam 
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ibab iV iterdapat iEkpresi iBudaya iTradisional idan iCiptaan iyang 

idilindungii.iTahun i2014 imerupakan itonggak isejarah ibaru ibagi 

iperkembangan ihukum ihak icipta idi iIndonesia idengan idiundangkannya 

iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 iTentang iHak iCipta i(UUHC). 

Beberapa iketentuan idalam iUndang-Undang iNo. i28 iTahun i2014 

iTentang iHak iCipta i(UUHC). iyang imengatur itentang iBudaya iataupun 

iWarisan iBudaya iBangsa iIndonesia idiatur idalam iBAB iV iPasal i38, 

iPasal i39 idan iPasal i60 iadalah isebagai iberikut: 

  Pasal i38 

1) Hak iCipta iatas iekspresi ibudaya itradisional idipegang ioleh 

iNegara. i 

2) Negara iwajib imenginventarisasi, imenjaga, idan imemelihara 

iekspresi ibudaya itradisional isebagaimana idimaksud ipada iayat 

i(1). 

3) Penggunaan iekspresi ibudaya itradicional isebagaimana 

idimaksud ipada iayat i(1) iharus imemperhatikan inilai-nilai iyang 

ihidup idalam imasyarakat ipengembannya. i 

4) Ketentuan ilebih ilanjut imengenai iHak iCipta iyang idipegang 

ioleh iNegara iatas iekspresi ibudaya itradisional isebagaimana 

idimaksud ipada iayat i(1) idiatur idengan iPeraturan iPemerintah. 

 

Pasal i39 i 

1) Dalam ihal iCiptaan itidak idiketahui iPenciptanya idan 

iCiptaanitersebut ibelum idilakukan iPengumuman, iHak iCipta 

iatas iCiptaan itersebut idipegang ioleh iNegara iuntuk 

ikepentingan iPencipta. i 

2) Dalam ihal iCiptaan itelah idilakukan iPengumuman itetapi itidak 

idiketahui iPenciptanya, iatau ihanya itertera inama ialiasnya iatau 

isamaran iPenciptanya, iHak iCipta iatas iCiptaan itersebut 

idipegang ioleh ipihak iyang imelakukan iPengumuman iuntuk 

ikepentingan iPencipta. i 

3) Dalam ihal iCiptaan itelah iditerbitkan itetapi itidak idiketahui 

iPencipta idan ipihak iyang imelakukan iPengumuman, iHak 

iCipta iatas iCiptaan itersebut idipegang ioleh iNegara iuntuk 

ikepentingan iPencipta. i i 

4) Ketentuan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1), iayat i(2), 
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idan iayat i(3) itidak iberlaku ijika iPencipta idan/atau ipihak iyang 

imelakukan iPengumuman idapat imembuktikan ikepemilikan 

iatas iCiptaan itersebut. i 

5) Kepentingan iPencipta isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) 

idan iayat i(3) idilaksanakan ioleh iMenteri. 

 

  Pasal i60 

1) Hak iCipta iatas iekspresi ibudaya itradisional iyang idipegang 

ioleh inegara isebagaimana idimaksud idalam iPasal i38 iayat i(1) 

iberlaku itanpa ibatas iwaktu. 

2) Hak iCipta iatas iCiptaan iyang iPenciptanya itidak idiketahui 

iyangidipegang ioleh inegara isebagaimana idimaksud iPasal i39 

iayat i(1) idan iayat i(3) iberlaku iselama i50 i(lima ipuluh) itahun 

isejak iCiptaan itersebut ipertama ikali idilakukan iPengumuman. 

3) Hak iCipta iatas iCiptaan iyang idilaksanakan ioleh ipihak iyang 

imelakukan iPengumuman isebagaimana idimaksud idalam iPasal 

i39 iayat i(2) iberlaku iselama i50 i(lima ipuluh) itahun isejak 

iCiptaan itersebut ipertama ikali idilakukan iPengumuman. 

 

Perlindungan iUndang’Undang ihak icipta iatas iwarisan ibudaya 

ibangsa iIndonesia imencakup idua iwilyah iutama, ipertama iadalah 

iperlindungan iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia idi imana iidentitas 

ipenciptanya itidak idiketahui. iWilayah ikedua iperlindungan iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia idi imana ipenciptanya idiketahui. 

Wilayah ipertama, iperlindungan idimana ipenciptanya itidak 

idiketahui., iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia imencakup iperwujudan-

perwujudan ibudaya isecara ilisan, imusikal, itindakan, idan ibersifat 

itakbenda i(intangible) iSemua ibentuk iperwujudan idi iatas imemiliki isuatu 

iformula imendasar iatau ipola idasar. iPerkembangan iwarisan ibudaya 

ibangsa iIndonesia iseperti iini iadalah ihasil idari ikreasi ikelompok idan 

iwarisan idari igenerasi ike igenerasi iuntuk iwaktu iyang ilama. iTidak 

idiketahui isiapa iyang imenciptakan ipola-pola idasar, iformula iatau isimbol-
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simbol iini. iDengan ikata ilain, ipencipta idari iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia iturun itemurun iini itidak idiketahui. iYang ibisa idipastikan 

iadalahibahwa ikomunitas iitulah iyang imerupakan ipencipta idari iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia iyang idiwariskan iturun itemurun iitu. iGaya 

iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iturunan idapat idipandang isebagai 

iperkembangan iulang iatau ipertunjukan iulang idari iwarisan ibudaya 

ibangsa iIndonesia iinduk. iJenis i“perkembangan iulang” iatau i“pertunjukan 

iulang” idapat idisublimasikan ike idalam ibentuk iseni iyang irelatif ilebih 

itinggi idimana iorang ibisa imemperoleh isuatu iperasaan iindah, 

isebagaimana iorang imengapresiasi ikarya iseni. 

Wilayah iperlindungan ikedua, iadalah iketika ipencipta idari iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia iturunan iini idapat idiketahui/diidentifikasi. 

iPencipta isecara isadar iatau itak isadar imengubah idan imengembangkan 

ipola-pola idasar iatau iformulaformula idasar, iatau imempertunjukkan 

iulang isimbol-simbol iatau igambaran irohaniah idalam icara iyang ilain 

iuntuk imembuat imereka imerasa ilebih ibaik idengan iapresiasi iestetik. 

iDalam ikenyataannya, isemua iaspek ikerja iakal ibudi iini idilakukan ioleh 

ipencipta. iInilah iyang idisebut i“karya iyang ididasarkan ipada ifolklore 

iatau idiinspirasi ioleh ifolklore”, iyang iseringkali idisebut i“warisan ibudaya 

ibangsa iGaya iAnak” iatau iChild-style iFolklore. 

Di iBali, imisalnya, ipuisi iklasik iselalu idiajarkan ipada ipara imurid 

imagang imelalui imetode imeniru iterus imenerus itanpa imenunjukkan 

isumber ipuisi iitu, iyang ipersis iseperti iplagiarisme. 
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Gaya iwarisan ibudaya ibangsa iinduk iadalah isumber idariigaya 

iwarisan ibudaya ibangsa iturunannya, itetapi iyang igaya iturunan iitu ilebih 

isesuai idengan iapresiasi iestetik, idan iyang ilebih ipenting, idapat 

imemenuhi ikriteria iperlindungan ihak icipta. iDari iperspektif iini, igaya 

iwarisan ibudaya ibangsa iinduk iadalah ikonsep iyang isama isebagaimana 

idefinisi iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iyang ididiskusikan 

isebelumnya. iGaya iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia iturunan imenunjuk 

ipada ikaryakarya iyang iberasal idari iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia 

idan ikarya-karya iyang idiinspirasi ioleh iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia. i 

Dalam ikenyataannya, ibanyak ikarya iyang idiinspirasi ioleh iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia iyang idipandang isebagai ikarya ioriginal ioleh 

ihukum ihak icipta, idan ihal iini imerupakan ire-interpretasi iatas iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia iitu. iSeorang ipencipta ibiasanya itelah 

imenggunakan ibagian ipenting idari isuatu iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia ikesatuan ispiritual idari isuatu ikomunitas itertentu iatau iidentitas 

isosial itertentu idari ikomunitas iitu, iyang imembedakannya idari ikomunitas 

ilain. 

Banyak ipencipta isejenis iini imemiliki ilatar ibelakang ibudaya 

itradisional idalam itradisi iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia itertentu iatau 

ibeberapa ipencipta ibisa ijadi imenjadi ianggota ikomunitas itertentu. iDari 

isudut ipandang iini, itampaknya imasuk iakal ibahwa ikaryakarya ipencipta 

itersebut iselayaknya idianggap isebagai ikarya iyang iditurunkan idari 
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iwarisan ibudaya ibangsaiIndonesia, idan ibukan ikarya iyang idiinspirasi 

ioleh iwarisan ibudaya ibangsa iIndonesia. 

Dalam ihal iseperti iini, ijika ipencipta idalam iproses ikreatif imereka 

imenggunakan ibanyak iunsur idari isejenis iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia itertentu iyang idapat idipandang isebagai imerefleksikan iidentitas 

isosial idari ikomunitas itertentu, ikarya-karya imereka iseharusnya 

idipandang isebagai ikarya iyang iditurunkan idari iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia. iSebaliknya, ikarya-karya iyang idiinspirasi ioleh iwarisan 

ibudaya ibangsa iIndonesia iseharusnya idimaknai ihanya iuntuk ikaryakarya 

iyang ibisa imerujuk ipada ibeberapa ielemen iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia idan imemberi isuatu i“citarasa iwarisan ibudaya ibangsa 

iIndonesia” i(folklore ifeeling) ikepada iorang ilain, itetapi idalam 

ikenyataannya idesainnya itidak imenjadi imilik iwarisan ibudaya ikomunitas 

imanapun. iKarena ijenis ikarya iini itidak ibiasanya imemiliki ihubungan 

iyang iaktual idengan ikomunitas imanapun, iia idapat idianggap isebagai 

isuatu ikarya ioriginal iumum idan ibisa idilindungi ioleh ihukum ihak icipta. 

Maka idari iitu, iKesenian iTradisional iKulcapi iKaro iyang imasuk 

ikedalam iwarisan ibudaya isudah idilindungi isecara ihukum ioleh iNegara 

idi idalam iBAB iV iUU iHak iCipta itentang iWarisan iBudaya iTradisional 

Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian daerah, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan 

berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga 

generasi muda mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian 
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Sumatera Utara. Adapun pembinaan tersebut adalah dengan membentuk 

kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari tor-tor yang dibawah 

asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik daerah 

sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part 

menjadi senam seperti lagu Gangnam Style dari Korea Selatan. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group 

musik dan tari tersebut dalam promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke 

luar negeri.35 

Di dalam implementasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sumatera Utara melakukan promosi kebudayaan dan kesenian 

Sumatera Utara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga hal 

tersebut salah satu upaya memperkenalkan kebudaayaan dan kesenian daerah 

Sumatera Utara kepada negara lain. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belumlah serius melindungi Hak 

Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. Terbukti dengan permasalahan klaim 

Malaysia, ternyata Pemerintah Provinisi Sumatera Utara belum memberikan 

perhatian yang serius terhadap permasalahan Hak Cipta. Indikatornya dapat 

dilihat bahwa pasca klaim Malaysia, pemerintah ternyata hanya melakukan 

konfirmasi kepada pemerintah Malaysia saja, tetapi tidak melakukan upaya 

hukum, seperti mendaftrakan hak cipta kebudayaan daerah Sumatera Utara. 

Padahal hal ini sangatlah penting, mengingat kebudayaan dan 

kesenian daerah Suamatera Utara sudah seharusnya dilindungi. Pemerintah 

                                                           
35 Wawancara dengan Syamsul Tazri, selaku pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2021 
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Provinsi Sumatera Utara belajar dari kejadian batik yang di klaim oleh 

Malaysia. Pemerintah daerah haruslah lebih serius, salah satunya dengan cara 

membuat Peraturan daerah (PERDA) sebagai salah satu bentuk keseriusan 

melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. 

 

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional 

Kulcapi Karo 

Pemerintah Daerah Karo imendefinisikan ipengertian ikendala iadalah 

ihalangan irintangan idengan ikeadaan iyang imembatasi, imenghalangi iatau 

imencegah ipencapaian isasaran. iDalam ihal iini ikendala iyang iakan idikaji 

iadalah ikendala iyang iterjadi idalam ipembelajaran. iSedangkan 

ipenghambat iatau ihambatan idalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia 

iditerjemahkan isebagai ihal, ikeadaan iatau ipenyebab ilain iyang 

imenghambat i(merintangi, imenahan, imenghalangi). iSedangkan ipengertian 

idari ihambatan iadalah isesuatu iyang idapat imenghalangi ikemajuan iatau 

ipencapaian isuatu ihal. iPada ipenelitian iini iakan iditeliti itentang ikendala 

iatau ihambatan idalam iupaya iperlindungan ihak icipta iterhadap ikesenian 

itradisional ikulcapi ikaro. 

Mempertahankan isebuah iwarisan ibudaya itentunya ibukanlah 

ihalimudah, isebab ipasti ibanyak iditemukan iberbagai ikendala iataupun 

ihambatan iuntuk imempertahankan ihingga imelegalisasinya isebagai 

isebuah ihak icipta. iKulcapi isebagai ialat imusik itradisional imasyarakat 

iatau isuku ikaro imenjadi isebuah iobyek iberharga iyang iwajib idibuat ihak 

iciptanya iagar itidak idiklaim ioleh isiapapun. 



63 

 

Masyarakat iKaro itentunya iharus ibisa iberkaca ikepada ibeberapa 

ikebudayaan iIndonesia iyang ipernah idiklaim ioleh iNegara ilain ikhususnya 

iNegara itetangga iMalaysia. iTercatat iMalaysia isudah i7 ikali imengklaim 

ibudaya iRI.36 iSejak i2007 ihal itersebut isudah idilakukan iMalaysia iyaitu 

ipada itari izapin, irendang, icendol, igamelan, ihingga ireog iponorogo 

idicatat idalam ibuku ikebudayaan iMalaysia. 

Maka idari iitu, iharus isesegera imungkin idilakukan ilegalisasi ihak 

icipta iterhadap iKulcapi iagar itidak imemiliki inasib iyang isama iseperti 

ikebudayaan iIndonesia iterdahulu. iSebenarnya iKulcapi isudah isejak ilama 

iingin idilakukan iklaim ihak icipta itetapi isampai isekarang ihal itersebut 

ibelum ijuga iterjadi. 

Ada beberapa Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Karo antara lain : 

1. Hambatan Internal  

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian 

daerah, Pemerintah Kabupaten Karomelalui Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mengalami hambatan, adapun hambatan yang dihadapi adalah 

sebagai berikut: Hambatan syang dihadapi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Karo. Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak 

adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. 

Pemerintah Provinsi Kabupaten Karotidak memiliki anggaran terkait 

                                                           
36 Tempo.co, “Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI,” diakses dari 

https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok 

pada tanggal 07 Agustus 2021, pukul 17.51 WIB. 

https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok
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pengurusan Hak Cipta.37 

2. Hambatan Eksternal  

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinis Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap alat musik 

kulcapi adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait 

penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama 

dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat di 

terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian 

daerah.Kerjasama tersebut sangat penting, dengan kerjasama tersebut 

pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan perlindungan Hak 

Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk kerjasama ini 

sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara 

harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk 

menyelesaikan permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan 

daerah. 

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan lntelektual di 

Indonesia Ada terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan 

hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak 

sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati, Faktor-faktor 

tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, 

tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang 

timpang, dan pengaruh hukum adat, yakni: 

                                                           
37 Ibid.,  
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a. Lemahnya komitmen aparat penegak hokum. 

b. Faktor tekanan ekonomi. 

c. Faktor gaya hidup. 

d. Faktor gaya hidup. 

e. Faktor pengaruh hukum adat. 

Kendala-kendala perlindungan hak cipta salah satunya adalah 

Kurangnya kesadaran masyarakat. 

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul 

diberlakukan TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan 

Merk mempunyai beberapa fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi 

kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. 

Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama, memberikan perlindungan hukum di 

bidang HKI. Kedua, memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI. 

Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat 

terhadap peraturan perundang-undangan HKI. Keempat,meningkatkan dan 

menegakkan hukum bidang HKI. Kelima, memberikan pelayanan informasi 

di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.  

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya 

mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah 

pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek 

hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri 

yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk 

apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU HC hanya 
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berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni 

dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, 

film, drama, buku, dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan 

sebagainya. Padahal UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum 

tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru 

mencakup pula performing rights, broadcasting rights, dan sound recording 

rights”. 

Bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu 

dimaksimalkan sepenuhnya untuk memahami pentingnya menghargai karya 

seni-seni, sastra dan sebagainya demi perlindungan HKI seseorang, tentunya 

dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan HKI. Rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap penghormatan HKI tidak saja berlangsung di 

negara Indonesia. Kesadaran masyarakat di negara berkembang dan di 

negara-negara maju terhadap penghormatan hak kekayaan intelektual juga 

masih sangat rendah, tingginya angka-angka pembajakan atas hak atas 

kekayaan intelektual di negaranegara Eropah Barat, Eropah Timur, Asia, 

Amerika Latin dan Afrika membuktikan keadaan tersebut. Dan sangat ironis 

sekali, di negara majupun pelanggaran hak cipta masih tetap terjadi walaupun 

pemerintah yang bersangkutan menerapkan berbagai Undang-undang, namun 

masih saja ada orang yang menggunakan atau melakukan pembajakan atau 

penciplakan terhadap hasil karya orang lain dengan berbagai alasan. Di 

Indonesia terjadinya pembajakan disebabkan karena masih rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam menghargai karya dan hak cipta seseorang. 
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Adapun ikendala iatau ihambatan iupaya iperlindungan ihak icipta 

ikesenian itradisional ikulcapi ikaro iyaitu:38 

1. Tidak iMerasa iAdanya isebuah iancaman 

Masyarakat iKaro iialah imasyarakat iyang isangat iterbuka, isehingga 

itidak ipernah imenaruh irasa icuriga iataupun itakut iterhadap iorang iluar 

iyang iingin imengambil ikebudayaan imereka. iSebab imereka imeyakini, 

isetiap iorang iyang iingin ibelajar ibudaya imereka ilebih idalam 

itentunya iakan imenambah isemakin ibanyak iorang iyang iakan 

imengetahui ibudaya imereka idan ihal itersebut imenjadi isebuah 

ikebanggan ibagiisuku iKaro. iSehingga imereka imerasa itidak iperlunya 

iuntuk iperlindungan ihak icipta iKulcapi ikarna ijustru iakan imembatasi 

ipenguasaan idan ipembelajaran iterhadap iKulcapi iKaro. 

2. Kurangnya iDukungan idari iPemerintah iKabupaten iKaro 

Warisan ibudaya idaerah iseperti iKulcapi iKaro isudah iseharusnya 

idiberikan iperlindungan ioleh iDinas iPariwisata idan iKebudayaan 

iKaro. iPerlindungan iyang idimaksud imelalui ihak icipta. iSebab iselama 

iini, ipenggunaan iKulcapi iKaro idalam ikegiatan i– ikegiatan ipariwisata 

idan ikebudayaan iKaro isangat isering idilakukan itetapi 

iperlindungannya isama isekali itidak iada. iHal iini itentunya, idianggap 

iremeh ioleh iPemerintah iDaerah isebab ibelum iada iyang imengklaim 

iketika inantinya isudah idiklaim ioleh iNegara ilain ibarulah 

imengakibakan ikepanikan idi iranah ipemerintahan. 

                                                           
38 Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Sinulingga pada tangga 1 Agustus 2021, Pukul 

16.00 Wib. 
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3. Kesadaran iAnak iMuda iyang ikurang iterhadap iKesenian iDaerahnya 

Generasi iZ ihingga iMillenial imemang ikurang imemiliki 

iketertarikan iterhadap ikesenian idaerah ikhususnya idi ibagian 

imelindungi. iPadahal inantinya, iketika iada iNegara ilain iyang icoba 

imengklaim imereka ilah iyang iakan iteriak ipada imedia isosial iakan 

ihal itersebut. iSebenarnya iuntuk imembangun ikesadaran iini imemang 

iperlu ikesadaran isecara ipersonal idari imereka, ikarna iyang idapat 

imeneruskan iperkembangan ikesenian itradisional ikulcapi ikaro iini 

iialah ipara igenerasi imillennial. 
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BAB iIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun ikesimpulan iyang idapat iditarik idari ipembahasan idiatas iadalah: 

1. Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum 

Positif di Indonesia pada pokoknya telah diatur secara eksplisit dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang Nomor 5 Tahun 2017.   

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi 

Karo  tertuang dalam Pasal 38 :  

a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; 

b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

c. Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya; 

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo 

pada dasarnya telah dilakukan dengan mempertahankan warisan budaya 

sebagai sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun, baik yang 

dilakukan oleh masyarakat Karo sendiri, maupun Pemerintah daerah 
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Kabupaten Karo, walaupun tidak ada aturan hukum yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum terhadap hak cipta Kulcapi Karo tersebut.  

B. Saran 

Adapun isaran iyang idapat idiberikan ipenulis iyaitu: 

1. Seharusnya Pemerintah iKabupaten iKaro isebagai ilembaga ieksekutif 

isudah imelakukan iperlindungan iterhadap iwarisan ibudaya iyaitu 

ikesenian itradisional ikulcapi ikaro imelalui ipemberlakukan iperaturan 

idaerah tidak hanya mengandalkan Undang-undang serta Peraturan 

Pemerintah yang ada. 

2. Seharusnya Hak cipta ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara 

sesuai dengan Undang Undang Pasal 28 dan Negara wajib 

menginventarisasi menjaga dan memelihara budaya nasional agar tidak 

menjadi klaim mengklaim dengan mensinergikan peran pemerintah 

daerah di dalamnya. 

3. Seharusnya untuk terciptanya iperlindungan iHak iCipta yang efektif 

iterhadap iKesenian iTradisional iKulcapi iKaro iharus iada iperan itiap 

ibidang idan isektor iyang iberperan iyaitu ipemerintah, imasyarakat, 

ihingga ianak imuda isebagai irangka ipelestarian. 
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